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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat sebagai perhitungan 
pajak penghasilan orang pribadi. Rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana 
efektivitas perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang  pribadi.  
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil realisasi  penerimaan  
zakat  dan  penerimaan  negara  pajak  penghasilan  pada tahun 2009 – 2013. 
Hasil analisis diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara perlakuan perlakuan 
zakat   sebagai   pengurang   penghasilan   kena   pajak   dengan   zakat   sebagai 
pengurang  langsung  pajak  penghasilan  (kredit  pajak).  Penerapan  perlakuan zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat 
yang dibayar oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih besar yaitu sebesar   5,66%   
dibandingkan   dengan   perlakuan   zakat   sebagai   pengurang langsung pajak 
penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%. Adanya korelasi yang positif antara 
pajak dan zakat. Apabila jumlah wajib pajak dan muzakki meningkat, maka akan 
berdampak pula pada peningkatan penerimaan dari pajak dan pajak. Yaitu ketika jumlah 
wajib pajak dan muzakki naik 2 kali lipat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 
41,37% dan penerimaan dari zakat naik 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 
zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi efektif. 
 
Kata Kunci : Perlakuan Zakat, Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph pasal 21). 
 
PENDAHULUAN 
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun Islam yang kewajibannya bersifat 
mutlak  atas  harta  kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang  telah  diatur  
dalam  Al  Quran dan Hadis. Dalam konteks negara modern, zakat bukanlah pajak 
yang merupakan salah satu sumber pendapatan  negara. Kedudukan zakat dalam 
Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat 
menggambarkan perwujudan  kekuatan  seorang muslim terhadap Sang Khaliq. 
Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
Undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) subjek pajak yang menerima 
atau memperoleh penghasilan  ini  disebut  sebagai Wajib   Pajak   (WP).   Subjek   
pajak akan dikenai pajak apabila wajib pajak menerima atau memproleh 
penghasilan dengan memperhatikan subjeknya. Wajib pajak akan dikenai pajak 
atas penghasilan yang diterima atau   diperolehnya   selama   dalam bagian tahun 
pajak. Sedangkan pembayaran zakat penghasilan fungsinya samap dengan pajak 
penghasilan hanya cara pembayarannya melalui badan  zakat yang   dibentuk    
untuk   memungut zakat serta mendistribusikan  kepada delapan golongan yang 
berhak menerima zakat. 
Akan tetapi kontribusi zakat dalam pelaporan keuangan tidak diktehui 
dengan pasti, mengingat banyakanya lembaga pengumpul zakat yang ada di  
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Indoneia  dan  tidka  ada  regultor atau pengawasan otoritas atau independen,   
dimana Dirjen Pajak telah menunjuk 20 lembaga pengumpul zakat atau 
pengeluaran penghasilan, 18 diantaranya adalah lembaga zakat, sedangkan 2 
diantaranya adalah khusus bagi non muslim. 
Fakta menunjukkan bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang 
jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia selain mengeluarkan pajak 
penghasilan ke kas negara juga membayar kewajiban atas  penghasilan  pribadi  
melalui zakat. Pengeluaran ini merupakan beban ganda bagi waji pajak dan 
muzakki. Pemerintah  berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang 
memberatkan dan telah dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat 
sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa  
memberatkannya. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi 
kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat  yang dialami oleh umat Islam ini dalam 
Undang- Undang   Nomor   38   Tahun   1999 Tentang    Pengelolaan    Zakat    
dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Kedua 
undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak 
beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat 
dikurangkan  dari  laba  atau pendapatan   sisa   kena   pajak   dari wajib pajak. 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai  untuk  menganalisis perlakuan 
zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Zakat  
Kata zakat merupakan  kata  dasar dari  zaka  yang  berarti berkah, tumbuh  
dan baik. Menurut  lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, 
dan terpuji. Zakat dalam istilah fiqh adalah ”Sejumlah harta tertentu yang harus 
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.” Arti 
tumbuh dan suci disini tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi juga untuk 
jiwa orang yang berzakat, sesuai firman Allah dalam Surat At Taubah Ayat 103 
yang artinya, ”Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan 
sucikan mereka dengannya.” Terdapat delapan golongan orang- orang yang 
berhak menerima zakat, yaitu: orang-orang fakir, orang- orang miskin, amil   zakat,   
yang dilunakkan hatinya  (muallaf), hamba sahaya (riqab), orang yang berhutang 
(gharimin), orang yang berperang dijalan Allah (sabilillah), dan orang yang 
sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). 
Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik.    
Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta    yang    
telah diambil  zakatnya dari bahaya. Zakat menurut terminologi  berarti, sejumlah 
harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para 
mustahik yang disebutkan dalam Al Qur’an. Atau bisa  juga  berarti  sejumlah  
tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk  orang  tertentu. Lafal  zakat dapat  
juga  berarti  sejumlah  harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Zakat 
dalam Al Qur’an dan Hadis   kadang-kadang   disebut dengan sedekah (shadaqah). 
Jadi, zakat merupakan salah satu sarana  beribadah  kepada  Allah, yang 
berfungsi   untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai salah satu Rukun Islam, 
membayar zakat hukumnya  wajib.  Dan  jika seorang pemeluk Agama Islam tidak 
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membayar zakat  berarti  dia  berbuat dosa dan diancam  hukuman  neraka (Q.S. 
At Taubah: 34-35). 
 
Pajak 
Pengertian pajak menurut Brotodiharjo (2003:45) : Pajak adalah iuran 
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak  mendapatkan prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan. 
Menurut R. Soemitro (2003 : 5), Pajak adalah iuran kepada kas negara 
berdasarkan undang–undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa      
timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan 
untuk memba yar pengeluaran umum. 
Dari pengertian di atas, dapat dirinci bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1) Iuran Rakyat. Dalam perundang-undangan pajak negara kita ditegaskan 
bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga dalam 
pembangunan nasional. 
2) Kepada Kas Negara. Undang-Undang  KUP menegaskan bahwa pajak  harus  
dibayar ke Kas Negara atau badan lain yang ditunjuk secara resmi oleh 
pemerintah 
3) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya  yang  
sifatnya dapat dipaksakan. 
4) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
5) Digunakan untuk pengeluaran- pengeluaran negara, yang bila pemasukannya 
masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 
 
Secara konstitusional pajak adalah salah  satu  sumber  penerimaan negara 
yang sah dan dikukuhkan dalam  Undang-Undang  Dasar. Dalam UUD 1945 pasal 
23A menyebutkan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk  
keperluan  negara  diatur dengan undang- undang.” 
 
Pajak Penghasilan 
Definisi pajak penghasilan dapat diketahui dari pasal 1 undang–undang 
nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di  rubah  
beberapa  kali,  dan  yang terakhir  adalah undang-undang nomor  36  tahun  2008  
(UU PPh) disebut bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap 
subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 
Dalam undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) subjek pajak yang menerima   
atau memperoleh penghasilan ini disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Subjek pajak 
akan  dikenai  pajak  apabila  wajib pajak   menerima atau memproleh penghasilan  
dengan memperhatikan subjeknya. Wajib pajak akan dikenai pajak atas 
penghasilan yang diterima atau   diperolehnya   selama   dalam bagian tahun pajak. 
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Tahun pajak yang dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan adalah 
tahun kalender yaitu dimulai dari bulan 1 januari dan berakhir dibulan 31 
desember. Tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut 
meliputi  jangka  waktu  12  bulan  (1 Tahun ). 
Dasar hukum pajak penghasilan di Indonesia adalah undang – undang nomor 
7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagai mana telah diubah terakhir 
dengan undang- undang nomor 36 tahun 2008 serta ditambah peraturan – 
peraturan yang mendukung dibawah nya, antara lain meliputi: 
1)   Peraturan Pemerintah (PP) 
2)   Peraturan Presiden (Perpres) 
3)   Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
4)   Peraturan Dirjen Pajak (Per DJP) 
 
Pajak Dalam Perspektif Islam 
Menurut Ilfi (2008), dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang      
menjadi  pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran  negara  yaitu  lembaga 
zakat   dan   lembaga   pajak   karena sifatnya adalah wajib.  Pada prinsipnya zakat  
dan  pajak  adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat 
mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan    
dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan 
yang ditentukan oleh Ulil Amri/ pemerintah menyangkut pemungutan maupun 
penggunaannya. 
Pajak  memang  tidak  sama  dengan zakat, namun membayar pajak yang 
dibebankan oleh Negara pada warganya bukan sekedar kebolehan, tetapi 
merupakan kewajiban. Hal ini dikarenakan, pertama taat pada ulul amri    adalah    
kewajiban dengan catatan  ulul  amri  yang  taat  pada ajaran  Islam. Jika     
pemerintah mewajibkan pajak, maka   sebagai warga Negara   harus   menaatinya. 
Kedua,  solidaritas  sesama  muslim dan sesama manusia dalam kebaikan dan 
ketakwaan adalahsebuah kewajiban. Jika dana pajak digunakan untuk kepentingan 
masyarakat secara umum seperti pendidikan,    rumah    sakit,    sarana transportasi,    
dan lainnya, maka wajib hukumnya membayar pajak. Ketiga berdasarkan hadist    
yang diriwayatkan Fatimah binti Qais : Turmudzi: 
“Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta 
itu ada kewajiban selain zakat” 
Kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban sosial 
lainnya  yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam 
mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan 
pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah 
sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan  
yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga  sangat  luas  dan  sangat fleksibel. 
 
Kerangka Konseptual 
Dalam kerangka konseptual dapatlah penulis mengambarkan kerangka 
pemikiran  prosedur  perhitungan pajak penghasilan bagi pembayar pajak seperti 
pada gambar berikut : 
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Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian studi   komparatif   yang   bertujuan 
untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai perhitungan 
penghasilan pajak orang pribadi. Zakat yang  dimaksud dalam penelitian  ini   
adalah  Zakat  Maal yang meliputi zakat atas penghasilan atau zakat profesi. 
Sedangkan pajak yang diteliti hanya menyangkut pajak penghasilan atas wajib 
pajak orang pribadi. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah   
penelitian deskriptif. Menurut Newman (2000: 30), penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan secermat mungkin suatu hal 
dari data yang ada. Penelitian   ini  tidak  terbatas   pada pengumpulan  dan 
penyusunan data, tetapi  meliputi  analisis  dan interpretasi tentang arti dari data 
itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis, dan teoritis. 
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Jayapura 
Jalan  Abepura  Raya  Kotaraja  dan Kator  Pajak  kota  Jayapura  dengan alamat 
Jalan Abepura Raya Kotaraja. Lamanya   waktu   penelitian   adalah selama  2  
(dua)  bulan  yaitu  pada bulan  November - Desember 2014. Populasi  adalah  
keseluruhan  subjek penelitian (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini yang 
menjadi populasi adalah   hasil   realisasi penerimaan zakat  dan  penerimaan  
negara pajak penghasilan pada tahun 2009 – 2013. Sampel  adalah  sebagian  atau  
wakil populasi yang diteliti Arikunto (2006). Sampel dalam penelitian ini adalah 
realisasi penerimaan zakat dan penerimaan negara  pajak penghasilan pada tahun 
2009 – 2013. 
 
 
 
Individu yang memperoleh 
penghasilan 
Wajib Zakat 
Membayar Zakat 
Dan Pajak 
WPOP 
Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Analisis 
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Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional adalah melekatkan  arti pada suatu variabel dengan  cara  
menetapkan kegiatan- kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur 
variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional berfungsi   memberikan 
batasan   atau   arti   suatu   variabel dengan   merinci   hal   yang   harus 
dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut (Kerlinger,       
2003:51). Adapun definisi  operasional dari variabel penelitian adalah sebagai 
berikut: Perlakuan Zakat Perlakuan zakat dalam ukuran nisabnya adalah   85    
gram   emas murni  dan   kadar   zakatnya  adalah 2,5% dengan waktu zakat setiap 
mendapat penghasilan dalam setahun dengan rumus sebagai berikut : 
Zakat penghasilan = 2,5% x penghasilan setahun 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pengeluaran pajak  dari  wajib  pajak yang    
memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Penentuan pajak penghasilan orang   
pribadi  sesuai dengan UU PPh no 36 tahun 2008 pasal 17 (1) : 
a. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- = Tarif 5% 
b. Diatas  Rp.  50.000.000,-  hingga Rp. 250.000.000,- = Tarif 15% 
c. Diatas  Rp.  250.000.000,-  hingga Rp. 500.000.000,- = Tarif 25% 
d. Diatas Rp. 500.000.000,- = Tarif  30% 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis Studi Kasus 
Untuk  mengetahui perbedaan dari dua perlakuan  zakat  yaitu  sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak dengan pengurang langsung pajak penghasilan  
(kredit  pajak),  berikut akan disajikan sebuah kasus mengenai dua pola perlakuan 
ini. Tuan Ahmad  seorang  muslim  dan bekerja sebagai pegawai di PT Surya 
Mandiri mendapatkan gaji Rp 4.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan 
lain dan belum menikah. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 terhutang adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 1 
Zakat sebagai Pengurang PKP 
Penghasilan Bruto setahun 
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto) 
 
Penghasilan Neto setahun 
(-) Zakat (2,5% x Ph. Bruto) 
 
Penghasilan Neto Setelah Zakat 
(-) PTKP (TK/0) 
 
PKP 
PPh 21 terutang (5% x PKP) 
Rp 54.000.000 
       2.700.000   
 
Rp 51.300.000 
       1.350.000 
 
Rp 49.950.000 
     15.840.000  
 
Rp 34.110.000 
                                  Rp   1.705.500 
Sumber: Data diolah sendiri 
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Dan persentase masing-masing zakat dan   pajak   yang   dikeluarkan   jika 
zakat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 2 
Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang PKP 
Pajak Zakat Total Penghasilan 
Rp 1.705.500 Rp 1.350.000 Rp 3.055.500 Rp 54.000.000 
3,16% 2,5% 5,66% 100% 
Sumber: Data diolah sendiri 
 
Pada perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, zakat  yang  
dikeluarkan  sebesar  Rp 1.350.000 dan PPh 21 terutang yang ditanggung Tuan 
Ahmad adalah sebesar Rp 1.705.500. Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 163/PJ/2003, dalam perhitungan 
penghasilan kena pajak bahwa besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan kena pajak adalah sebesar 2,5 persen dari jumlah penghasilan  yang 
dikenakan pajak penghasilan. 
Dengan  demikian  dapatlah  kita perinci  berdasarkan  perhitungan pajak 
penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang dibayar Tuan Ahmad dalam   tahun   
2013   dapat   dilihat dalam Tabel 3. Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak maka, jumlah pajak dan zakat yang dibayar 
adalah 5,66% dari penghasilan setahun Tuan Ahmad. Namun jika zakat menjadi 
pengurang langsung pajak penghasilan  atau  sebagai  kredit pajak, perhitungan 
PPh Pasal 21 terhutang tahun 2009 adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 3 
Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak) 
Penghasilan Bruto setahun 
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto) 
 
Penghasilan Neto setahun 
(-) Zakat (2,5% x Ph. Bruto) 
 
 
PKP 
PPh 21 terutang (5% x PKP) 
(-) Zakat (2,5% x Ph. Bruto) 
 
PPh 21 terutang (5% x PKP) 
Rp 54.000.000 
       2.700.000 
 
Rp 51.300.000 
      15.840.000 
 
Rp 35.460.000 
Rp.  1.773.000 
Rp.  1.350.000 
 
                                  Rp     423.500 
Sumber: Data diolah sendiri 
 
Dan persentase masing-masing zakat dan   pajak   yang   dikeluarkan   jika 
zakat  dijadikan  sebagai  pengurang langsung  pajak  penghasilan  (kredit pajak)     
adalah sebagai  berikut : 
 
 
Jurnal FuturE - 95- 
Tabel 4 
Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh 
(Kredit Pajak) 
Pajak Zakat Total Penghasilan 
Rp 423.000 Rp 1.350.000 Rp 1.773.000 Rp 54.000.000 
0,78% 2,5% 3,28% 100% 
Sumber: Data diolah sendiri 
 
Sedangkan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan 
(kredit pajak), pajak terutang Rp 1.773.000 dikurangi dengan zakat (sebagai kredit 
pajak) yang dikeluarkan sebesar Rp 1.350.000, sehingga pajak  yang dibayar dapat  
ditekan yaitu sebesar Rp 423.000. Dari perhitungan tabel diatas berdasarkan 
perhitungan pajak penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang dibayar Tuan Ahmad 
dalam tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 5. 
 
Tabel 5 
Persentase Perbandingan Pengeluaran 
Jumlah Pengeluaran 
Selisih Penghasilan 
Pengurang PKP 
Pengurang Langsung 
PPh (Kredit Pajak) 
Rp 3.055.500 Rp 1.773.000 Rp 1.282.500 Rp 54.000.000 
5,66% 3,28% 2,38% 100% 
Sumber: Data diolah sendiri 
 
Berdasarkan Tabel 5 menjelaskan bahwa: 
1. Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak, maka pengeluaran atas kewajiban pajak dan zakat yang harus dikeluarkan 
adalah sebesar Rp 3.055.500 atau 5,66%   dari   penghasilan   wajib pajak muslim. 
2. Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak  
penghasilan (kredit pajak), maka pengeluaran atas pajak dan zakat yang harus 
dikeluarkan hanya sebesar Rp 1.773.000 atau 3,28% dari penghasilan wajib pajak 
muslim. 
3. Sehingga perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan 
(kredit pajak) bersifat signifikan  karena  dapat menghemat pengeluaran wajib 
pajak yaitu sebesar Rp 1.282.500 atau 2,38%, jika menggunakan perlakuan  zakat  
sebagai pengurang  penghasilan  kena pajak. 
Perbedaan   kedua   pola   perlakuan zakat tersebut juga dapat mempengaruhi 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S). Keduanya akan terlihat dalam 
tabel dibawah ini sesuai contoh diatas. Berikut SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 
Pribadi (1770 S) jika zakat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
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Tabel 6 
SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang PKP 
Penghasilan Neto 
(-) Zakat Ph. 
 
Penghasilan Neto setelah Zakat 
(-) PTKP (TK/0) 
 
PKP 
PPh 21 terhutang 
 
Di SPT 1770 S: PPh 21 terhutang 
(-) Kredit Pajak PPh yang dipotong 
oleh pihak lain 
(SPT 1770 S-1) 
 
PPh Lebih Bayar 
Rp 51.300.000 
        1.350.000 
 
Rp 49.950.000 
15.840.000 
 
Rp 34.110.000 
        1.705.500 
 
Rp 1.705.500 
 
 
Rp 1.773.000 
 
Rp 67.500 
Sumber: Data diolah sendiri 
 
Namun jika zakat menjadi pengurang langsung pajak penghasilan atau 
sebagai  kredit  pajak,  SPT  Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) adalah            
sebagai berikut : 
Tabel 7 
SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh 
(Kredit Pajak) 
 
Ph. Netto             Rp. 51.300.000 
(-) PTKP (TK/0) 
 
PKP 
PPh 21 terhutang 
(-) Kredit pajak dari pembayaran zakat 
 
PPh 21 terhutang 
 
Di SPT 1770 S: PPh 21 terhutang 
Zakat yang dikreditkan 
 
Jumlah PPh 21 terhutang 
(-) Kredit Pajak PPh yang dipotong 
oleh pihak lain 
(SPT 1770 S-1) 
 
PPh Lebih/Kurang Bayar 
      15.840.000 
 
Rp. 35.460.000 
Rp.   1.773.000 
        1.350.000 
Rp 423.000 
 
     Rp 423.000 
1.350.000 
 
 
 
Rp 1.773.000 
 
Rp 1.773.000 
 
NIHIL 
Sumber: Data diolah sendiri 
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Dari data diatas nampak bahwa perbedaan   kedua   pola   perlakuan zakat 
tersebut juga dapat mempengaruhi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 
S). Perlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) membuat  
PPh menjadi lebih bayar Rp 67.500. Sedangkan perlakuan zakat sebagai 
pengurang langsung pajak penghasilan atau sebagai kredit pajak, SPT Tahunan 
Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) menjadi nihil. 
 
Analisis  Penerimaan  dari  Sektor Pajak dan Zakat 
Berikut ini adalah contoh perhitungan meningkatnya penerimaan dari zakat 
dan pajak karena penambahan jumlah wajib pajak dan muzakki. Sebagai contoh 
saat  ini  ada  10  orang  wajib  pajak yang belum membayar zakat dan 10 orang  
muzakki yang belum membayar pajak. Setiap orang memiliki penghasilan   
sebesar Rp 100.000.000 (TK/0). Berikut adalah perhitungannya :  
 
Tabel 8 
Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang PKP 
dan sebagai Pengurang PPh 
 
Keterangan Sebagai 
 
Pengurang PKP 
Sebagai Pengurang 
PPh (Kredit Pajak) 
Penghasilan neto 100.000.000 100.000.000 
Zakat atas penghasilan 2.500.000  
PTKP (TK/0) 15.840.000 15.840.000 
PKP 81.660.000 84.160.000 
PPh terutang 
5% → 2.500.000 
15%→ 4.749.000 
Total→ 7.249.000 
5% → 2.500.000 
15%→ 5.124.000 
Total→ 7.624.000 
Kredit pajak (zakat yang 
telah dibayarkan 
 2.500.000 
PPh Kurang Bayar 7.249.000 5.124.000 
Sumber: Data diolah Sendiri 
 
Dan perhitungan peningkatan penerimaan dari zakat dan pajak karena   
penambahan jumlah wajib pajak  dan  muzakki  masing-masing 10   orang   adalah   
sebagai berikut : 
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Tabel 9 
Perhitungan Peningkatan Penerimaan dari Zakat dan Pajak 
 
Zakat Sebagai Pengurang PKP 
Zakat Sebagai Pengurang PPh 
(Kredit Pajak) 
a. Jumlah penerimaan dari sektor pajak 
10 x 7.249.000= 72.490.000 
 
b. Jumlah penerimaan dari sektor zakat 
10 x 2.500.000 = 25.000.000 
 
c. Total penerimaan dari keduanya 
sebesar 97.490.000 
a. Jumlah penerimaan dari sektor 
pajak 
20 x 5.124.000 = 102.480.000 
b. Jumlah penerimaan dari sektor 
zakat 
20 x 2.500.000 = 50.000.000 
c. Total penerimaan dari keduanya 
sebesar 152.480.000 
Sumber: Data diolah Sendiri 
 
Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa dengan diterapkannya  
kebijakan  zakat sebagai pengurang PKP jumlah pajak yang harus dibayar oleh 
setiap wajib pajak adalah Rp 7.249.000, sehingga total  pajak  dan  zakat  yang 
dibayarkan sebesar Rp 9.749.000. Akan tetapi, jika zakat dijadikan sebagai kredit 
pajak jumlah pajak yang harus dibayarnya hanya sebesar Rp  5.124.000  sehingga  
total  pajak dan zakat yang dibayarkan menjadi Rp 7.624.000. Jika pajak dijadikan 
sebagai pengurang PKP (sebagai biaya),   hanya   terdapat   10   orang wajib pajak  
dan  10  orang muzakki sehingga total penerimaan dari pajak adalah sebesar Rp 
72.490.000 dan zakat sebesar Rp 25.000.000. Sebaliknya, jika kebijakan zakat 
sebagai  kredit  pajak  diterapkan jumlah wajib pajak dan muzakki akan bertambah 
menjadi 20 orang, sehingga penerimaan dari pajak meningkat menjadi Rp 
102.480.000 dan penerimaan dari zakat kan meningkat menjadi Rp 50.000.000. 
Dengan demikian ada peningkatan penerimaan dari pajak sebesar 41,37% dan 
penerimaan dari zakat sebesar 100%. Ini membuktikan bahwa dengan adanya 
peningkatan jumlah wajib pajak dan muzakki jika zakat  sebagai  kredit  pajak 
diterapkan, maka penerimaan zakat dan  pajak  akan  naik  secara bersamaan. Ini 
menepis anggapan yang mengatakan bahwa jika zakat dijadikan sebagai kredit 
pajak, maka penerimaan negara dalam sektor pajak akan menurun. 
 
Analisis   Keefektian   Penerimaan Pajak dan Zakat di Indonesia 
Hasil perhuitungan atau selisih perolehan pajak dan zakat di Indonesia 
terjadi selisih yang siginifikan. Berikut ini disajikan selisih perolehan pajak dan 
zakat di Indonesia pada tabel 10 : 
Tabel 10 
Penerimaan Pajak dan Zakat di Indonesia 
Penerimaan 2009 2010 2011 2012 2013 
Pajak 317.615 
milyar 
357.045 
milyar 
431.122 
milyar 
465.070 
milyar 
538.760 
milyar 
Zakat 482.537 
juta 
525.786 
juta 
570.889 
juta 
623.456 
juta 
687.876 
juta 
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uzakki 
ampak 
gkatan 
Selisih 317.132 
milyar 
356.519 
milyar 
430.551 
milyar 
464.446 
milyar 
538.072 
milyar 
Zakat terhadap 
pajak (%) 
0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 
Sumber: Dirjen Pajak dan Baznas, 2014 
 
Adapun peningkatan penerimaan pajak dan zakat dapat digambarkan dalam    
grafik 1 di  bawah  ini : 
 
Grafik 1. Penerimaan Pajak dan Zakat di Indonesia 
 
2,000,000 
1,500,000 
1,000,000      Selisih 
500,000       Pajak 
0        Zakat 
 
 
 
Sumber : Dirjen Pajak dan Baznas, 2014 
 
Berdasarkan grafik 1. menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan zakat 
mengalami peningkatan. Setelah dikurangi dengan pembayaran zakat penerimaan 
pajak penghasilan bagi negara juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan 
bahwa penerimaan pajak penghasilan bagi negara efektif setelah dikurangi dari 
penerimaan zakat. Bahkan  pada tahun 2012 dan tahun 2013 terjadi persentase 
penurunan zakat terhadap pajak sebesar 0,13 dibandingkan pada tahun 2009 –  
2011 sebesar 0,15%. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan  atas 
objek yang sama yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak (muzakki). 
Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak artinya zakat   
dapat   dijadikan   sebagai biaya (deductible expense). Perlakuan tersebut tidak 
menghilangkan kewajiban ganda atas objek yang sama, tetapi hanya 
mengurangi beban pajak yang terutang. Perlakuan zakat sebagai pengurang 
langsung pajak penghasilan (kredit pajak) artinya zakat dapat dikreditkan dari 
total PPh terutang. 
2. Terdapat perbedaan antara perlakuan perlakuan zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung  pajak  
penghasilan (kredit pajak). Penerapan perlakuan  zakat  sebagai pengurang 
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penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang 
dibayar oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih besar yaitu sebesar 5,66% 
dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak 
penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%. 
3. Adanya korelasi yang positif antara  pajak  dan  zakat.  Apabila jumlah wajib 
pajak dan  muzakki meningkat, maka akan berdampak pula pada penerimaan 
dari pajak dan pajak. Yaitu  ketika  jumlah  wajib  pajak dan  muzakki  naik  2  
kali  lipat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar  41,37%  dan  
penerimaan dari  zakat  naik  100%.  Hal  ini menunjukkan   bahwa   perlakuan 
zakat  sebagai  perhitungan  pajak penghasilan orang pribadi efektif. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Perlakuan zakat saat ini yaitu sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) tidak menghilangkan kewajiban ganda atas zakat dan pajak. Sehingga, 
zakat yang telah dibayarkan bisa dikurangkan langsung dari pajak penghasilan 
sesuai jenis objeknya. Artinya zakat penghasilan dapat disamakan dengan 
pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor  pengurang  penghasilan kena 
pajak tetapi sebagai kredit pajak  yang  nonrefundable. Dengan itu kewajiban 
ganda tidak hanya dikurangkan, tetapi dapat dihapuskan.    Maka    diharapkan 
kepada pemerintah dan anggota legislatif melakukan penyempurnaan 
perangkat peraturan zakat dan pajak agar sinergi keduanya tidak memberatkan 
umat Islam. 
2. Atas usulannya yang menyatakan zakat dapat dijadikan sebagai kredit pajak, 
Baznas perlu melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif tentang 
kebijakan  zakat  sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) 
untuk disosialisasikan kepada berbagai pihak termasuk anggota legislatif dan 
pemerintah, untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebijakan ini. 
3. Bagi pemerintah perlu adanya regulator pengawasan dan koordinasi, karena 
tidak adanya koordinasi panitia zakat antar daerah hal ini diakibatkan oleh 
tidak adanya data yang valid tentang mustahiq baik ditingkat desa, kecamatan, 
kabupaten, propinsi, apalagi tingkat nasional, sehingga pengelolaan laporan 
keuangan dapat valid. 
4. Harus dibangunnya sistem terkomputerisasi baik antara sesama lembaga amil 
zakat maupun dengan pihak Dirjen Pajak. Sehingga nantinya bisa terjadi 
fungsi saling mengawasi dan counter balance yang memberikan efek positif 
bagi kemajuan dunia perzakatan maupun perpajakan dalam melakukan 
penghimpunan dana. 
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